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Abstrak: Penataan Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu wilayah dalam bentuk jalur serta pengelompokan yang
manfaatnya lebih luas, jalur tersebut berisi tumbuhan tanaman yang tumbuh secara alamiah ataupun yang secara
langsung. Sebagaimana yang telah tercantum dalam UU Penataan Ruang bahwa 30% pada perkotaan harus terdapat area
hijau, dimana 20% untuk ruang publik dan 10% untuk privat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan dan
pengendalian Ruang pasca berlakunya UU No 6/2023 Cipta Kerja di Kabupaten Jember terutama di daerah perkotaan.
Penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam
aturan hukum yang sifatnya formal seperti undang-undang, yang bersifat konsep yang
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini: statute approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach
(pendekatan konsep/ pendapat pakar). Hasil dari penelitian menjelaskan dalam UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang terkait ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota diatur dalam peraturan Menteri, namun dalam UU No 6/2023 Cipta Kerja terdapat pembaruan ketentuan
mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota diatur

literatur teori

dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir dapat
menggunakan beberapa ketentuan peraturan yang dicantum dalam UU Cipta
Kerja.
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Banjir merupakan bencana yang hampir setiap tahun
terjadi di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, banjir selalu
menjadi bencana nomor satu. Banyak orang mengklaim
bahwa  banjir di  Indonesia  disebabkan  oleh

Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for

possible open access

publication under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY NO)

(http://creativecommons.org/licenses/by/4

license

penyalahgunaan tata ruang (Alfiansyah, 2021; Isan &
Rosando, 2022; Wijaya et al., 2022). Oleh karena itu,
budidaya di Indonesia harus berpedoman pada RTRW
yang mengacu pada UU Tata Ruang No. 26 Tahun 2007

0)).
/) Menurut

(UU Tata Ruang) dalam penyusunannya.
undang-undang, perencanaan wilayah adalah suatu sistem proses perencanaan wilayah,
penggunaan tanah, dan pengendalian penggunaan wilayah, yang bertujuan untuk
menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan:
(1) tercapainya keselarasan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan; (2) Mencapai
keterpaduan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan buatan perhatian diberikan pada
sumber daya manusia; dan (3) melaksanakan perlindungan kegiatan ruang angkasa dan
mencegah dampak lingkungan yang negatif untuk ruang. Pertumbuhan penduduk yang

cepat dan dinamika perubahan perilaku manusia dan sebagainya. Dalam arti,
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kebutuhannya membutuhkan kesepakatan yang berhasil menyeimbangkan hasil akhir
sesuai terget selain itu, susunannya berubah juga suatu keharusan karena latar belakang
(Dinh et al., 2021; Erena & Worku, 2018; Luo et al., 2016; Omar & Kamarudin, 2019). Batas
spasial di bumi, aktivitas manusia tak terbatas, yang memuaskan non-kebutuhan Manusia
seperti binatang dan tumbuhan seperti ruang angkasa dan perlunya pandangan jauh ke
depan dalam konteks bencana (Deka et al., 2018; Rahmayati et al., 2017; Rosinger, 2018;
Saha et al., 2021). (Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat:
Daerah dalm Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan, 2020)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sepanjang tahun 2022
telah terjadi 3.432 kejadian dengan 1.524 di antaranya merupakan bencana banjir (BNPB,
2022). Banjir terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Bahkan beberapa
wilayah yang dulunya bukan merupakan kawasan rawan banjir, di tahun 2022 mengalami
banjir besar, seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, terutama Kabupaten Jember
banjir melanda 5 kecamatan dan 6 desa. Data BNPB menyebutkan bahwa bencana banjir
tersebut telah mengakibatkan beberapa warga harus mengungsi, 6 orang dinyatakan
hilang, 4 orang luka-luka, 455 jiwa terdampak, 124 rumah rusak, dan 5 unit mobil
terseret banjir (Adikari et al., 2010; Amoako & Frimpong Boamah, 2020; Sall et al., 2020).
Hal ini terkait dengan undang-undang tata ruang, sehingga bencana banjir seharusnya
tidak terjadi. Banjir terjadi ketika ruang penampung air hujan berkurang atau tidak ada
lagi, sehingga sungai tidak dapat lagi menyerap air badai dan membanyjiri berbagai daerah,
seperti kawasan kampus, tempat-tempat yang tidak boleh dialiri air (Adegun, 2023; Ghosh
& Ghosal, 2021; Slota et al., 2016). Mengingat tujuan perencanaan wilayah, dapat dilihat
bahwa terjadinya banjir di wilayah yang berbeda disebabkan oleh ketidakharmonisan
antara lingkungan alam dan lingkungan binaan, sehingga perlindungan fungsi wilayah
dan pencegahan dampak negatif dapat dipastikan pencemaran lingkungan dengan
penggunaan ruang tidak terwujud (Petrova, 2022; Rustinsyah et al., 2021; Ullberg, 2017;
Williams et al., 2018). Jumlah dan aktivitas penduduk yang terus bertambah serta luas
lahan yang terbatas mempengaruhi dinamika budidaya. Persaingan lahan menyebabkan
perubahan penggunaan lahan, yang merupakan fenomena perkotaan yang umum
(Attems et al., 2020; Bendor et al., 2020; Forrest et al., 2020; Haraguchi & Lall, 2015).
Permasalahan dalam hal ini adalah perubahan yang terjadi seringkali menyimpang dari
rencana daerah yang telah disetujui dan berdampak negatif (Asim et al., 2021; Okoko,
2022; Osman et al., 2023; Rosya et al., 2021; Shimi et al.,, 2010). Faktor-faktor yang
mempengaruhi perbedaan/inkonsistensi implementasi dengan rencana daerah adalah
tekanan dari perkembangan pasar, mekanisme kontrol yang tidak jelas dan polisi yang
lemah. Penyimpangan wilayah yang terjadi juga dipengaruhi oleh rendahnya
pengetahuan masyarakat tentang perencanaan wilayah dan kurangnya sosialisasi
perencanaan wilayah. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggaran
perencanaan wilayah disebabkan oleh:

(1) kemungkinan konflik antar daerah,
(2) kemungkinan konflik antar industri, dan
(3) kemungkinan konflik antara pemerintah dan masyarakat.
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Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, artinya penelitian ini merupakan
penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif
secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat,
literatur yang bersifat konsep teori yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan
yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:
statute approach (pendekatan perundang- undangan) dan conceptual approach
(pendekatan konsep/ pendapat pakar). Teknik pengolahan data yang akan digunakan
dalam penulisan ini dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti data primer wawancara
dengan dinas penataan ruang, data sekunder dari peraturan perundang undangan dan
buku literatur.

Hasil Dan Pembahasan

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Terkait Pengendalian dan
Pemanfaatan Tata Ruang Pasca berlakunya UU Cipta Kerja

Salah satu indikator keberhasilan perencanaan wilayah adalah tersedianya
ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan pemukiman sebagai bagian dari kompensasi
lingkungan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Wilayah
mewajibkan kawasan perkotaan menyediakan ruang terbuka hijau publik sebesar 20
persen dari luas kawasan perkotaan. Kabupaten Jember saat ini hanya memiliki 2,57
persen ruang terbuka publik. Selain RTH publik, pemerintah harus mendorong
penyediaan RTH privat (pada lahan publik dan privat) pada 10% dari luas kota. Kawasan
Ruang Terbuka Hijau Privat (RTH) di Kabupaten Jember meliputi pekarangan perumahan
dan pekarangan perkantoran, pertokoan dan ruang komersial. Tujuannya adalah untuk
memastikan penyediaan ruang hijau privat melalui persyaratan sebagai bagian dari
proses izin bangunan.Di Indonesia, pemanfaatan wilayah berarti undang-undang
perencanaan wilayah, yang harus sesuai dengan fungsi wilayah yang ditetapkan dalam
rencana wilayah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan antara alam dan
lingkungan binaan, untuk mengintegrasikan penggunaan sumber daya alam dan buatan
dengan tetap menghormati sumber daya manusia, dan untuk melindungi pengoperasian
ruang untuk mencegah dampak lingkungan yang berbahaya dari penggunaan ruang.

Mengingat Indonesia merupakan negara rawan bencana, maka UU Penataan Ruang juga
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mengatur pengendalian pemanfaatan lahan melalui peraturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. (Bencana Banjir: Pengawasan dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang RUU Cipta Kerja,
2020)

Keselarasan politiknya adalah pemanfaatan setiap ruang berdasarkan pedoman
zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Sebaliknya,
penggunaannya harus disetujui oleh pemerintah negara bagian dan lokal dalam
kekuasaan mereka. Jika penggunaan kawasan tidak sesuai dengan rencana daerah atau
izin penggunaan yang diberikan, akan dikenakan sanksi. Bentuk sanksinya pun beragam
mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, penutupan
kegiatan operasional, pencabutan izin, pencabutan izin, pembongkaran bangunan,
pemulihan harta benda hingga sanksi administrasi. Semua itu dirinci dalam PP No. 15
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perencanaan Daerah. Pemerintah daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) memiliki kewenangan untuk mengontrol pemanfaatan ruang di
wilayahnya. (Omnibuslaw dan Penyusunan Rencana Tata Ruang: Konsepsi, Pelaksanaan
dan Permasalahan di Indonesia, 2021)

Pemerintah akhir-akhir ini menyusun dan mengesahkan UU Cipta Kerja yang
berdampak pada beberapa sektor di Indonesia, termasuk sektor tata ruang. Hal tersebut
kemudian mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Perencanaan Wilayah sebagai amanat ketentuan UU Cipta
Kerja. UU Cipta Kerja mengubah sebagian isi UU Tata Ruang, UU Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Kelautan. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja
menjadi dasar hukum pelaksanaan penataan ruang di tingkat nasional. Diketahui,
penataan ruang sendiri sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang
Nomor 26 Tahun 2007. (Penguatan Pelaksanaan Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasca
Terbitnya UU Cipta Kerja, 2021)

Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, sebagian yang
sebelumnya diatur secara otomatis akan berubah dalam Undang-Undang Penataan Ruang

Nomor 26 Tahun 2007. Berikut adalah beberapa perubahan yang tertuang dalam
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Undang-undang terkait dengan penataan ruang, penjelasan lebih rinci tentang tata ruang
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
di atur di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
No 21 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan
pengawasan penataan ruang dijelaskan pada pasal 2 dan 3.

Pasal 2

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata
Ruang sesuai dengan RTR.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendorong setiap Orang agar:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR (kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang)

(3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri Pelaku UMK;

b. penilaian perwujudan RTR;

c. pemberian Insentif dan Disinsentif;

d. pengenaan Sanksi Administratif; dan

e. penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.

Pasal 3

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;

b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan

c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.

(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur

dengan peraturan presiden.
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(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Mengenai isi PP No. 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, secara
umum mengatur berbagai peraturan terkait penataan ruang, seperti:

1. Penataan ruang, yang mengatur ketentuan mengenai pembuatan dan penetapan
rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang.

2. Pemanfaatan yang mengatur penerapan fungsi ruang dan sinkronisasi program
tata ruang.

3. Pengendalian penggunaan lahan mengatur tentang penilaian kelayakan inisiatif
penggunaan lahan, penilaian rencana dan desain tata ruang, pemberian insentif
dan disinsentif, pengenaan sanksi dan penyelesaian perselisihan rencana tata
ruang.

4. Pengawasan penataan ruang, termasuk pemantauan penilaian dan pelaporan,
bertujuan untuk menjaga kecukupan pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, pemerintah daerah, dan
masyarakat.

5. Pedoman Penataan Ruang, yang mengatur tentang bentuk dan tata cara
penyusunan rencana tata ruang, yang dilakukan bersama oleh negara, pemerintah
daerah, dan kota.

6. Saran perencanaan daerah juga mencakup ketentuan untuk pengembangan
profesi perencanaan daerah untuk membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi
pelaksanaan perencanaan daerah.

7. Bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja musyawarah penataan ruang diatur
oleh lembaga penataan ruang.

Pada Pasal 21 UU 26 tahun 2007 tentang penatan ruang;:

(1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diatur
dengan peraturan presiden.

(2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata

ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.
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Permen no 21 tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG pasal 1 butir 19 berbunyi
Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang
sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya. dan butir 20 Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah wupaya
untukmewujudkan tertib Tata Ruang.

Pemerintah menilai UU Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 sebagai langkah strategis
untuk menyelesaikan masalah investasi dan penciptaan lapangan kerja yang antara lain
disebabkan oleh tumpang tindihnya kesepakatan perencanaan daerah. Mandat ini juga
dikeluarkan untuk memfasilitasi investasi melalui implementasi pemanfaatan ruang yang
strategis. Proses penataan ruang selama ini dinilai kompleks dan rumit, sehingga dengan
diundangkannya undang-undang ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan
memberikan kenyamanan dalam lingkungan investasi. Hal itu sejalan dengan keinginan
Wahyu Utomo, Koordinator Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Wilayah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hukumonline berpendapat bahwa
sangat penting untuk memaksimalkan sektor perencanaan wilayah agar dapat
mendukungnya. kegiatan ekonomi, terutama penerapan kegiatan penggunaan lahan
untuk izin usaha. Petunjuk lebih teknis terkait urusan tata ruang selanjutnya dijabarkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang yang menggantikan Peraturan Pemerintah perihal sama Nomor 15 Tahun 2010.
Selanjutnya Peraturan dimaksud menjadi dasar dari pedoman teknis pelaksanaan
penataan ruang di daerah yaitu turunan peraturan perundangan dari Undang — Undang
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

UU cipta kerja No 21 Tahun 2021 pasal 20 ayat 2 butir ke 6 mengenai Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah RI no 21 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan penataan ruang. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 PP RI no 21
tahun 2021 tentag penyelenggaran tata ruang bahwa Peraturan Pemerintah ini mengatur
Penataan Ruang yang meliputi:

a. Perencanaan Tata Ruang;
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b. Pemanfaatan Ruang;
c. PengendalianPemanfaatanRuang;
d. Pengawasan Penataan Ruang;

e. Pembinaan Penataan Ruang; dan

f. kelembagaan Penataan Ruang.

Simpulan

Pemerintah menilai UU Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 sebagai langkah strategis
untuk menyelesaikan masalah investasi dan penciptaan lapangan kerja yang antara lain
disebabkan oleh tumpang tindihnya kesepakatan perencanaan daerah. Mandat ini juga
dikeluarkan untuk memfasilitasi investasi melalui implementasi pemanfaatan ruang yang
strategis. Proses penataan ruang selama ini dinilai kompleks dan rumit, sehingga dengan
diundangkannya undang-undang ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan
memberikan kenyamanan dalam lingkungan investasi. Hal itu sejalan dengan keinginan
Wahyu Utomo, Koordinator Pengembangan Wilayah dan Perencanaan Wilayah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hukumonline berpendapat bahwa
sangat penting untuk memaksimalkan sektor perencanaan wilayah agar dapat
mendukungnya. kegiatan ekonomi, terutama penerapan kegiatan penggunaan lahan
untuk izin usaha.

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang
dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah,
dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata
Ruang, pemaduserasian antara struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara
kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan
perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan
bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Dilansir dari kontan, Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki, menyatakan
bahwa tata ruang menjadi prasyarat dasar pedoman usaha maupun perusahaan yang
akan berdiri. Dalam UU Cipta Kerja, persyaratan dasar perizinan investasi dan usaha
meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan dan
persetujuan bangunan.
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